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Abstract

This study aims to examine the practice of penganjal-anjal in Javanese traditional weddings
in Banjarejo Village, Puring District, Kebumen Regency, and evaluate it from the perspective
of Islamic law. The research employs a normative juridical method with a non-doctrinal
design. Data were collected through interviews and documentation related to the penganjal-
anjal tradition, while the analysis was conducted both historically and normatively. The
research findings reveal that the penganjal-anjal tradition, where the groom from outside the
village provides money and goods to the village officials as a form of permission and respect,
is still practiced without contradicting the requirements of Islamic marriage. This tradition
does not undermine the Islamic legal conditions for marriage and is accepted by the
community as a local custom that remains aligned with Islamic principles. The study
emphasizes that penganjal-anjal plays a role in preserving cultural heritage and does not
cause any harm or deviation in the conduct of Islamic marriages.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik penganjal-anjal dalam pernikahan adat Jawa
di Desa Banjarejo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, serta mengevaluasinya dari
perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan desain
non-doktrinal. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi terkait tradisi
penganjal-anjal, sementara analisis dilakukan secara historis dan normatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa tradisi penganjal-anjal, di mana calon pengantin pria dari luar daerah
memberikan uang dan barang kepada perangkat desa sebagai bentuk izin dan penghormatan,
tetap dipraktikkan tanpa bertentangan dengan syarat-syarat pernikahan Islam. Tradisi ini tidak
menghilangkan ketentuan syar'i dalam pernikahan dan diterima masyarakat sebagai bagian
dari adat lokal yang tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menegaskan
bahwa penganjal-anjal berperan dalam melestarikan warisan budaya, serta tidak
menyebabkan kerusakan atau penyimpangan dalam pelaksanaan pernikahan Islam.

Kata Kunci: Penganjal-anjal, Pernikahan, hukum Islam, Banjarejo
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PENDAHULUAN

Indonesia telah mengesahkan UU Perkawinan sebagai undang-undang nasional yang
berlaku untuk semua warga Negara Republik Indonesia. Sebelumnya, regulasi-regulasi
perkawinan diatur dalam KUHPerdata (BW), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen
(Huwelijks Ordonansi voor de Christens Indonesiers) Staatsblaad 1933 No.74, Peraturan
Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken), Staatsblaad 1898 No. 158.
Selain itu, Undang- Undang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (NTR) diberlakukan melalui
lembaran negara 1954 No.32 bersama dengan peraturan Menteri Agama yang mengatur
implementasinya. Meskipun Undang-Undang Pencatatan NTR hanya menangani aspek teknis
pencatatan nikah, talak, dan rujuk bagi umat Islam, praktik hukum perkawinan, talak, dan
rujuk pada umumnya mengikuti ketentuan-ketentuan figh mazhab Syafi'i.!

Negara Indonesia terdiri atas multi etnis (suku bangsa), tiap etnis memiliki warisan
budaya yang berkembangselama berabad-abad, sehingga menjadikan Indonesia sebagai
negara multikultur yang tidak ada duanya di dunia. Kebudayaan Indonesia dihasilkan oleh
keberagaman suku dan identitas bangsa yang sangat beragam.? Oleh sebab itu, tidak heran
mengapa kemudian Indonesia memiliki berbagai adat-istiadat yang berkaitan dengan
perkawinan atau yang selanjutnya bisa disebut sebagai perkawinan adat.’

Hukum perkawinan adat hanya berlaku bagi orang-orang indonesia asli. Menurut
hukum adat, perkawinan bukan saja merupakan soal yang mengenai orang-orang yang
bersangkutan (sebagai suami istri), melainkan juga merupakan kepentingan seluruh keluarga
dan bahkan masyarakat adatpun ikut berkepentingan dalam soal perkawinan itu. Sebagai
contoh, pada umumnya suatu perkawinan adat didahului dengan pertunangan. Apabila
pertunangan tersebut tidak dapat dilanjutkan ke jenjang perkawinan karena salah satu
pihak membatalkan pertunangan tersebut, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut
kembali harta benda dan kerugiannya kepada pihak yang bersalah dan para pemuka adat yang
melakukan penyelesaiannya secara damai.*

Setiap daerah memiliki tradisi uniknya sendiri. Perkawinan, sebagai bagian dari
kebudayaan, terikat pada tradisi dan serangkaian prosesi pernikahan adat yang dilakukan. Adat
dapat dipahami sebagai hukum adat. Dalam masyarakat yang tidak mempelajari hukum adat
sebagai bidang ilmu, akan sulit membedakan antara hukum adat dengan adat itu sendiri.
Namun, pengertian hukum adat dan adat berbeda ketika hukum adat dipelajari sebagai sebuah
disiplin ilmu. Hukum adat dari pernikahan adat Jawa menunjukkan perbedaan antara satu

aturan dengan lainnya, yang seringkali berakar pada perbedaan keyakinan.’
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Adat Penganjal-anjal di Desa Banjarejo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen,
merupakan sebuah tradisi unik yang mencerminkan nilai sosial dan budaya masyarakat
setempat dalam konteks pernikahan. Tradisi ini menarik karena melibatkan serangkaian
prosesi pemberian uang tunai kepada beberapa pihak terkait, yakni perangkat desa, pemuda
desa, serta calon mertua dari pihak perempuan. Tujuan utama dari adat ini adalah sebagai
simbol perizinan dan penghormatan atas pernikahan yang akan dilangsungkan, terutama
ketika calon pengantin pria berasal dari luar daerah, menandakan pengakuan dan
penghormatan terhadap adat dan budaya setempat. ¢

Menariknya, adat ini hanya diberlakukan bagi calon pengantin laki-laki yang berasal
dari luar kota atau pulau, menunjukkan betapa pentingnya elemen lokalitas dalam tradisi ini.
Bagi calon pengantin pria yang masih berada dalam lingkup geografis Kabupaten Kebumen,
adat Penganjal-anjal tidak diberlakukan, yang mengimplikasikan adanya batasan jelas terkait
dengan asal-usul geografis dalam penerapan adat ini. Hal ini bisa diartikan sebagai bentuk
kesediaan atau rela dari pemuda-pemuda Desa Banjarejo untuk "melepaskan" wanita desa
mereka kepada laki-laki dari luar, yang dianggap membawa nuansa baru atau perubahan
sosial- budaya ke dalam komunitas tersebut. ’

Dari perspektif antropologi sosial, adat Penganjal-anjal dapat dipahami sebagai
mekanisme sosial yang berfungsi untuk menjaga kohesi sosial dalam masyarakat, sekaligus
mengatur interaksi antara individu atau kelompok dari dalam dan luar komunitas. Adat ini
tidak hanya menegaskan identitas komunal dan solidaritas di antara anggota masyarakat,
tetapi juga membuka ruang bagi integrasi dan adaptasi budaya melalui pernikahan.®

Selain itu, adat ini juga menunjukkan pentingnya peran ekonomi dalam ritual sosial.
Pemberian uang tunai sebagai bagian dari prosesi tidak hanya simbolik tetapi juga memiliki
dimensi ekonomi yang mendukung perekonomian lokal, baik secara langsung maupun tidak
langsung. Hal ini menegaskan bahwa tradisi dan ekonomi dalam banyak kasus berjalan
beriringan, menggarisbawahi bagaimana adat-istiadat dapat berkontribusi pada
keberlangsungan ekonomi komunitas.’

Penganjal-anjal, oleh karena itu, merupakan contoh menarik dari bagaimana tradisi,
identitas lokal, ekonomi, dan aspek sosial lainnya berinteraksi dalam masyarakat. Studi lebih
lanjut mengenai adat ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai dinamika
sosial, ekonomi, dan budaya di Desa Banjarejo khususnya, dan di Indonesia pada umumnya.

Terlepas dari bagaimana adat tersebut berasal serta bagaimana syariah memandang,

Penganjal-anjal adalah adat yang belum begitu dikenal di literatur manapun. Serta sepanjang
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penelitian yang dilakukan, tidak ada pembahasan secara khusus mengenai Penganjal-anjal
yang bagaimanapun juga adalah budaya dan kekayaan adat Indonesia. Selain itu, sebagai
kajian yang dicakup oleh hukum Islam, adat yang berlaku di masyarakat perlu dikaji lebih

dalam agar senantiasa berlaku dengan kemaslahatan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Non-Doktrinal dengan
pendekatan kualitatif di Desa Banjarejo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Penelitian
ini menggunakan pendekatan sosio-normatif atau doktrinal, dengan fokus pada peraturan
tertulis dan data sekunder. Desain penelitian bersifat deskriptif, menekankan analisis deduktif
dan induktif, serta menggunakan pendekatan hukum empiris untuk melihat bagaimana hukum
berfungsi di masyarakat, termasuk pendekatan sosiologi dan antropologi hukum. Sumber data
terdiri dari data primer berupa wawancara dengan sesepuh desa dan tokoh masyarakat, serta

data sekunder yang meliputi dokumen resmi, buku-buku, dan literatur tentang Hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penganjal-anjal merupakan tradisi atau adat yang menjadi syarat bagi calon pengantin,
terutama calon pengantin pria, untuk melanjutkan proses pernikahan. Tradisi ini wajib
dilakukan ketika calon pengantin pria berasal dari luar daerah tempat calon pengantin wanita
tinggal. Dalam pelaksanaannya, calon pengantin pria harus memberikan sejumlah uang dan
barang kepada perangkat desa sebagai tanda mata. Tujuannya adalah sebagai simbol izin dari
perangkat desa yang mengizinkan wanita di desa tersebut dinikahi oleh pria dari luar daerah,
simbolis yang memperkuat hubungan antara individu dan komunitas melalui tradisi yang kaya
makna.

Adat ini tidak berlaku jika calon pengantin pria berasal dari Desa Banjarejo atau wilayah
Kecamatan Puring. Jika calon pengantin pria tidak memenuhi kewajiban penganjal-anjal,
lamarannya akan dibatalkan dan tidak dapat melanjutkan ke tahap pernikahan. Adat
penganjal-anjal merupakan tradisi turun-temurun yang telah dilaksanakan sejak lama.
Meskipun tidak ada catatan pasti mengenai asal-usulnya, tradisi ini muncul secara alami di
masyarakat tradisional sebagai cara untuk menetapkan syarat bagi calon pengantin dari luar

daerah. Tujuannya mungkin untuk menunjukkan keseriusan dan penghargaan terhadap
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komunitas dan tradisi setempat. Meski asal- usulnya tidak jelas, adat penganjal-anjal tetap
menjadi bagian penting dalam mengatur pernikahan dan menjaga nilai-nilai budaya lokal.

Sesepuh Desa Banjarejo, Pak Warsito, menjelaskan: “Adat penganjal-anjal muncul di
masyarakat tanpa catatan jelas mengenai asal-usulnya. Ini mungkin muncul secara alami
saat orang-orang masih hidup dalam masyarakat tradisional, sebagai syarat bagi calon
pengantin pria dari luar daerah untuk menunjukkan komitmen dan menghormati tradisi
setempat.”

Adat penganjal-anjal menyoroti peran penting perangkat desa dalam mengatur dan
memfasilitasi proses pernikahan di komunitas. Mereka berfungsi tidak hanya sebagai
pengawas, tetapi juga sebagai pemegang otoritas yang memberikan izin atau persetujuan
terhadap pernikahan yang melibatkan anggota komunitas mereka.

“Adat penganjal-anjal di Banjarejo, Puring, Kebumen, memiliki beberapa poin penting
dalam mengatur pernikahan antara calon pengantin dari daerah yang berbeda. Pertama,
calon pengantin pria harus memahami syarat-syarat untuk melanjutkan proses pernikahan
dengan calon pengantin wanita dari luar daerah. Kedua, calon pengantin pria wajib
memberikan uang dan barang kepada perangkat desa sebagai tanda hormat dan simbol
persetujuan. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, proses lamaran bisa dibatalkan,
menunjukkan pentingnya patuh terhadap adat. Perangkat desa memiliki peran penting
sebagai pengatur dan pemberi izin untuk pernikahan di komunitas, bukan hanya sebagai
pengawas tetapi juga sebagai pemegang otoritas.”

Adat penganjal-anjal masih lestari dan diterapkan di Banjarejo, Puring Kebumen.
Beberapa wawancara mengungkapkan alasan mengapa adat ini tetap dipertahankan.
Menurut Pak Sugeng, adat penganjal-anjal membuat orang lebih menghormati wanita, di
mana laki-laki yang akan menikahi perempuan merasa berjuang dan tidak akan menyakiti
wanita yang dicintainya.

“Menurut saya, penganjal-anjal adalah salah satu adat yang sangat baik bagi
masyarakat Banjarejo. Filosofinya dapat menjadi simbol penghormatan kepada wanita, serta
menunjukkan tanggung jawab pria untuk tidak menyakiti wanita tersebut. Proses yang harus
dilalui membuat mereka berjuang.”’Sebaliknya, Ibu Faikoh menilai adat ini bisa melindungi
perempuan dari laki-laki yang baru dikenal. Ia berpendapat bahwa penganjal-anjal berfungsi

sebagai benteng untuk perempuan.
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“Adat penganjal-anjal bisa menjadi perlindungan bagi perempuan yang baru saja
berkenalan dengan laki-laki dari luar kota, agar tidak menjadi objek. Hal ini mencegah
perempuan dari risiko yang tidak diinginkan.”

Pak Paridi, perangkat desa, memberikan perspektif berbeda dengan menyatakan bahwa
adat ini merupakan syarat turun-temurun yang mungkin suatu saat akan hilang seiring dengan
perkembangan zaman dan kurangnya kepedulian anak muda terhadap adat. “Jika adat ini
tidak kita lestarikan, pasti akan hilang seiring berjalannya waktu. Generasi muda sekarang
kurang peduli dengan hal ini. Kita harus terus melaksanakan adat yang baik ini agar tidak
hilang.”

Secara bahasa, kata ‘urf, merupakan derivasi dari kata ‘arafa — ya’rifu — ‘urfan, yang
berarti mengetahui.'® Kemudian secara sederhana ’urf adalah sesuatu yang dikenal manusia
dan dijalankan secara biasa, baik berupa perkataan atau perbuatan.!! ‘Abd al-Wahhab
Khallaf sendiri mendefinisikan 'urf dengan sesuatu yang dikenal manusia dan dijalankan
secara biasa, baik berupa perkataan atau perbuatan.'?

Makna yang sepadan dengan 'urfadalah ‘adat, yang berasal dari akar kata ‘dda - ya lidu —
‘ddatan, yang berarti pengulangan.'® Secara literal, 'wrf dimaknai dengan apa yang telah
dikenal. Dan adat memiliki arti pengulangan perbuatan atau praktek yang dilakukan secara

14

berulang-ulang.”” Atau aturan (perbuatan dan semacamnya) yang lazim dituruti atau

> Adat secara

dilakukan semenjak dahulu sehingga sudah menjadi satu kebiasaan.!
terminologis diartikan sebagai norma yang sudah melekat dalam hati akibat pengulang-
ulangan, sehingga diterima sebagai sebuah realitas yang rasional dan layak menurut penilaian
akal sehat.!'®

Norma tersebut dapat diterapkan oleh individu atau kelompok masyarakat. Secara
mendasar, kedua istilah wrf dan ‘ddat bertemu pada satu pengertian, yaitu sesuatu yang
diterima oleh akal sehat, tertanam dalam hati, dan dilakukan secara berulang-ulang. Dalam
praktiknya, para fugaha tidak membedakan kedua istilah tersebut. Perbedaan yang sering
diperdebatkan antara wrf dan adat oleh sebagian ulama terletak pada dua aspek utama:
intensitas penerapannya dankuantitas pelakunya. Secara jelas, adat dianggap lebih unggul
dibandingkan'urf dalam kedua aspek tersebut.!”

‘Urf dalam konteks hukum Islam memberikan landasan untuk mengakui praktik-praktik
sosial dan kebudayaan yang sudah diterima secara luas dan berulang kali dilakukan oleh

masyarakat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam penerapan

teori ini terhadap adat Penganjal-anjal di Desa Banjarejo, Kecamatan Puring, Kebumen, kita
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dapat melihat bahwa adat tersebut mencerminkan ‘urf yang telah diterima oleh masyarakat
setempat sebagai bagian dari tradisi perkawinan.

Sebagai ‘urf, adat Penganjal-anjal mencakup serangkaian prosesi yang melibatkan
pemberian uang tunai sebagai simbol izin dan penghormatan terhadap pernikahan yang akan
dilaksanakan. Pemberian ini, yang ditujukan kepada perangkat desa, pemuda desa, dan calon
mertua pengantin perempuan, menunjukkan bahwa masyarakat Desa Banjarejo telah
mengakui dan menjalankan tradisi ini sebagai norma yang diterima dan dianggap layak oleh
akal sehat.

Dalam pandangan teori ‘wrf, adat ini tidak hanya mencerminkan kebiasaan, tetapi juga
bertindak sebagai aturan sosial yang berulang dan diterima secara rasional dalam masyarakat
tersebut. Selain itu, adat ini juga mengandung elemen lokalitas yang kuat, di mana Penganjal-
anjal hanya berlaku untuk calon pengantin pria yang berasal dari luar daerah. Hal ini
memperkuat elemen adat sebagai praktik yang dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya
setempat, yang juga menjadi aspek penting dalam ‘urf. Dengan adanya unsur penghormatan
kepada budaya lokal dan adanya elemen ekonomi dalam tradisi ini, adat Penganjal-anjal dapat
dipandang sebagai praktik yang sah dari perspektif hukum Islam selama tidak bertentangan
dengan syariat.

Di dalam hukum Islam, ‘urf dapat diakui sebagai sumber hukum yang diambil ketika
tidak ada teks yang secara eksplisit mengatur masalah tersebut, selama adat tersebut tidak
mengandung unsur yang diharamkan, seperti gharar (ketidakjelasan) atau riba (bunga). Dalam
hal ini, Penganjal-anjal yang berfungsi sebagai simbol izin dan penghormatan, serta berperan
sebagai bagian dari mekanisme sosial masyarakat Desa Banjarejo, tidak bertentangan dengan
prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, ‘urf ini dapat dianggap sebagai bagian dari praktik
hukum yang sah dalam kerangka hukum Islam.

Dapat dikatakan bahwa ‘urf memberikan justifikasi yang kuat untuk mengakui dan
menghargai adat Penganjal-anjal sebagai bagian dari tradisi masyarakat yang telah diterima
secara luas dan diulang dalam praktik sosial sehari-hari. Selama tidak bertentangan dengan
prinsip-prinsip dasar syariah, adat ini dapat dipertahankan dan dikaji lebih dalam dalam
kerangka hukum Islam, mengingat bahwa hukum Islam sendiri mengakomodasi adat istiadat
setempat yang tidak bertentangan dengan syariah.

Sebagai penguat terkait diperbolehkannya adat Penganjal-anjal secara hukum Islam,
maka perlu memenuhi syarat ‘urf/adat. Secara umum, terdapat empat syarat agar suatu tradisi

dapat dijadikan sebagai pijakan hukum:'8
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Pertama, syarat sebuah tradisi untuk dijadikan pijakan hukum adalah bahwa kebiasaan
tersebut harus bersifat konstan dan menyeluruh, atau setidaknya dilakukan oleh mayoritas
masyarakat. Adat Penganjal-anjal, sebagaimana dipraktikkan di Desa Banjarejo, telah
diterima dan dijalankan oleh sebagian besar penduduk setempat. Tradisi ini berlaku khusus
dalam pernikahan yang melibatkan calon pengantin laki-laki dari luar daerah, yang
menunjukkan bahwa adat tersebut sudah menjadi kebiasaan umum. Oleh karena itu, adat ini
dapat dikatakan memenuhi syarat pertama, karena diterapkan secara konsisten dan diterima
oleh masyarakat setempat.

Kedua, kebiasaan yang bisa dijadikan landasan hukum harus sudah ada sebelum atau
bersamaan dengan penggunaannya. Dalam hal ini, Penganjal- anjal bukanlah tradisi yang baru
muncul, melainkan sudah menjadi bagian dari adat istiadat Desa Banjarejo sejak lama. Tradisi
ini sudah ada jauh sebelum digunakan dalam pernikahan adat dan diakui oleh masyarakat.
Dengan demikian, adat ini juga memenuhi syarat kedua karena sudah mapan dan diterima
sebelum penggunaannya dalam acara pernikahan.

Ketiga, tidak adanya tindakan atau pernyataan yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar
adat tersebut. Tradisi Penganjal-anjal berfungsi sebagai bentuk penghormatan bagi keluarga
calon pengantin perempuan dan masyarakat setempat. Nilai-nilai yang terkandung dalam adat
ini sesuai dengan norma sosial dan budaya setempat, terutama dalam hal menjaga hubungan
baik antara masyarakat lokal dan calon pengantin dari luar daerah. Karena adat ini tidak
bertentangan dengan nilai-nilai inti dalam budaya setempat, ia juga memenuhi syarat ketiga.

Syarat terakhir adalah bahwa adat tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-
prinsip syariah. Penganjal-anjal pada dasarnya adalah tradisi yang berfungsi sebagai simbol
penghormatan dan izin pernikahan, tanpa melibatkan unsur yang dilarang oleh syariah,
seperti riba atau ketidakadilan. Selama adat ini tidak melanggar hukum Islam dan tetap
menjaga prinsip keadilan, ia dapat dianggap sebagai ‘urf shahih atau tradisi yang sah menurut
syariah. Oleh karena itu, adat Penganjal-anjal juga memenuhi syarat keempat.

Secara keseluruhan, adat Penganjal-anjal di Desa Banjarejo dapat dianggap sah
sebagai dasar hukum karena memenuhi semua syarat ‘urf yang ditetapkan oleh para ulama.
Tradisi ini berlaku secara konstan, sudah mapan sebelum penggunaannya, tidak bertentangan
dengan nilai-nilai adat, dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian,
Penganjal-anjal dapat diakui sebagai tradisi yang sah dalam konteks hukum Islam,

asalkan tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.
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KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penganjal-anjal merupakan tradisi yang menjadi
syarat bagi calon pengantin, terutama pria, untuk melanjutkan proses pernikahan, terutama
ketika calon pengantin pria berasal dari luar daerah. Tradisi ini mengharuskan calon pengantin
pria memberikan sejumlah uang dan barang kepada perangkat desa sebagai tanda mata, yang
berfungsi sebagai simbol izin bagi mereka untuk mempersunting wanita dari desa tersebut.
Melalui adat ini, terlihat pentingnya penghormatan terhadap adat istiadat setempat serta peran
perangkat desa dalam proses pernikahan, tanpa melanggar syarat-syarat rukun perkawinan
dalam Islam.Penganjal-anjal juga dapat dikaitkan dengan maslahah karena membawa manfaat
bagi individu dan komunitas. Adat ini mendukung perlindungan terhadap agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta, yang merupakan tujuan utama maslahah. Dengan demikian, penganjal-
anjal berperan positif dalam kehidupan sosial masyarakat, menjaga keseimbangan antara adat
lokal dan tuntutan syariat, serta memastikan pelaksanaan pernikahan dengan kesadaran dan
komitmen. Penganjal- anjal dianggap sah sebagai dasar hukum karena memenuhi syarat-
syarat 'urf yang ditetapkan oleh para ulama, serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai adat

dan prinsip-prinsip syariah.
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